
I{OMOR: TAHI'U 2A16

PERATT'RAS DAERATI KABT'PATEIS MA.IAf,EilGKA

NOMOR 8 TAHUN 2076

TENTANG

PERI'BAITAIT ATAS PERATI'RAIT DAENAH I(ABI'PATEI{ TA"'AI.;EIIGITA
IYOMOR 11 ?AIITIil 2OIO TTI{TAtrG PEISGUfiAIS I{TilDARAAIT BERtrCTNOR

DI KABUPATE1Y MA"TALEITGIIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI MAJALENGKA,

bahrva dalarn rangka sinkronisasi dan harmonisasi
hukum, maka perlu rrrelakukan penyesuaian atas
beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Maialengka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengujian
Kendaraan Bermotor di Kabupaten Majalengka;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalarn huruf a, maka perlu rnenetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 11 Tahun 2OlO tentang Pengujian
Kendaraan Berrnotor di Kabupaten Ma.lalengka.

Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingftungan Propinsi Djawa Barat {Berita Negara Tahun
1950) sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1958 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor L4 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Linglungan Propinsi Djawa Barat (kmbaran Negara
Repubtrik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285I);

Mengrngat : 1.

b.

2.

3. Undang-Undang... 2
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3- undang-undang Nomor 2g rahun rggg tentang
Penyelenggara Nega-ra yang Bersih dan Bebas DariKorupsi, Kolusi dan Nepotisale (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrua lggg Nomor 75, Tarnb.h"*
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3gSI);

4. undang-undang Nomor 17 Tahun 2oo3 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Ta}run zoos
Nomor 47, Tambahan krnbaran Negara Repubrik
Indonesia Nomor +2861:.

5- undang-undang Nornor 1 Tahun zaa+ tentang
Perbendaha-raan Negara (Iernbaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 2ao4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a3S5);

6. undang-undang Nomor ls Tahun 2oo4 tentang
Pemeriksaan Pengeroraan dan Tanggur:"g Jawab Keuang;
Negara {Lernbaran Negara Republik IndJnesia Tahun zoo+Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor +4OO);

7. undang-undang Nomor 3a rahun zoa4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara pernerintah Rlsat dan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo4 Nonror 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa}gl;

8. undang-undang Nomor 38 Tahun 2aa4 tentang Jatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aa4 Nomor
132, Tambahan Negara Repubtik Indonesia Nomor a++41;

9- undang-undang Nornor 22 Tahun 2oo9 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jatan (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia ?a-trun zwg Nomor g6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor SO25);

1o- undang-undang Nomor zs rahun 2oog tentang
Pelayanan Publik {knebaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oog Nornor LL2 Tambahan Gmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5O3S);

11- undang-undang Nomor 28 Tahun 2oog tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara nrpoutit
Indonesia Tahun 2oo9 Nomor r3o, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

12. Undang-Undang ... 3
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12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AL4 tentang Majelis
Permusyawaratan Ralgrat, Dewan Perwakilan Ralryat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Penrakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AAg Nomor 182 Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5568) ;

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah {kmbaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 558n sebagairnana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Talrrrn 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nornor 56791;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor LaOl;

15. Peratunan Femerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang
Pedornan Pen5rusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minirnal (Leralbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOS Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor a585); l

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedornan Pembinaan dan Pengawasan Penyetrenggaraan
Pernerintah Daerah {Lerrrbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tatrun 20ffi tentang
Jalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA6
Nomor 86, Tarnbahan l,embaran Negara Republik
Irrdonesia Nomor a655);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OLO tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan \Hewenang serta Kedudukan
Keuangan Glrbernur sebagai ltrakil Pemerintah di wilayah
Provinsi (teurbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O1O Nomor 25, Tambahan krnbaran Negara Republik
Indonesia Nonnor 5107) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 201,1 tentang

Pembahan... 4
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Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 19 Tahun
?OLO tentang Tata Cara Pelaksanaan T\rgas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai
Wakit Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 44, Tarnbahan
Ier,nbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5209];

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang Tata
Cara Pernberian dan Pemanfaatan Insentif Pernungutan
P{ak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia ?ahun 2O1O Nomor 119, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161|;

2O. Peraturan Femerintah Nomor 55 Tahun 2Ol2 tentang
Kendaraan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor l2O, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nouror 5317);

21. Peraturan Peneerintah Norc.or 79 Tahun 2OI.3 tentang
Jaringan LaIu Lintas dan Angkutan Jalan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor L93,
Tambahan knobaran Republik Indonesia Negara Nomor
5+68);

22. Peraturan Menteri Da1arn Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telaLr beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1
tentang Penubahan Ke ua Atas Peraturan Menteri Nomor
13 Tahun 2A06 tentang Pedor,nan Pengelolaan Keuangan
Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 2O36l;

24. Perat:tran Menteri Perhubungan Nornor 133 Tahr.ln 2015
tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

25. Peraturan Daerah Kabupaten M4ialengka Nornor 2 Tahun
2OO8 tentang Urusan Pernerintahan Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2OO8 Nornor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Nornor 1|;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahtrn 2OA9 Nomor 2,);

27. Perafiiran Daer.ah ... 5
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27. Perat:.:rala Daerah Kabupaten Mqialengka Nomor 10
Tahun 2OO9 tentang Organisasi Perangkat Daerah
I(abupaten M4ialengka {Lembaran Daerah Kabupaten
Mqialengla Tatrun 2OO9 Nomor 10) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nornor 8 Tahun zOfi tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Majalengka Nornor LO Tahun 2AO9
tentang Organisasi Peranglat Daerah Kabupaten
M4ialengka (kmbaran Daerah Kabupaten Majalenglra
Tahun 2A1l Nomor 8).

Ilengpn PeretuJuan Bersama
DEWAIT PERWAISLAil RAI(YAT DAERAII

KABT'PATTtr UT"'ALEITGKA
def,

BTIPATI MA.TALEITGI(A

MEHII?USKAIT :

Menetapkan : PERATIIRAII DATRAII TEilTAIIG PERITBAIIAII ATAS
PENATI'RAIT DAERAII KABIIPATEil MA.TAI.ETGKA
ITOIfiOR 11 TAHTIfr 2OI.O TTtrTAISG PETGI'JIAIT
I{TXDARAAIT BERM(yI1OR DI KABT}PATEil MA"IALEITGITA.

Pasat I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daeratr Kabupaten Majalengla Noraor
11 Tahun 2AlO tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2ALA Nomor 1l),
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal L angka 2 diubah sehinga keseluruhan Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut :

Pes*l I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Majalengt<a.

2. Pecrerintatr Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang rnemimpin pelaksanaan urusan
Pemerintaharr yarlg menjadi kewenangan daerah otonorn.

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas adalah Dinas yang tugas dan fungsinya meliputi bidang

pengujian kendaraan bertuotor.
5. Pejabat adalah pegarryai yang diberi tugas terteatu di bidang retribusi

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah ... 6
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Kas Daerah adalah Kas Perrerintah Kabupaten pada PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank lainnya
yang ditunjuk.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutrrya disebut
Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penglrjian kendaraan
bermotor sesuai dengarn ketentuan perundang-undangan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Pengujian Kendaraan Berrnotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan
oleh Dinas atau unit yang ditunjuk, untuk menjamin agar kendaraan
bermotor selalu dalam keadaan laik jalan.

9. Kendaraan Berrnotor adalah kend.araan yang digerakan oleh peralatan
teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan
atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.

1O. Kendaraan Wajib Uji adatrah setiap kendaraan yang berdasarkan
peraturan perundang-undangar,r yang bertraku w4iib diujikan untuk
menentukan kelaikan jalan yang melipr.lti mobil bus, mobil penurnpang
ufirum, mobil ba.rang kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta
tempelan yang dioperasikan di jalan.

11. Kendaraan uarum adalah setiap kendaraan bernrotor yang disediakan
untuk dipergunakan oleh urnum dengan dipungut bayaran.

12" Mobil Penumpang adatrah setiap kendaraan berrnotor yang ditrengkapi
sebanyak-banyalmya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat
duduk pengemudi, baik dengan maupurr tanpa perlengkapan
pengangku1211 Sagasi.

13. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari
8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tenrpat duduk pengemudi,
baik dengan maupun tanpa pertrenglapan pengang!<utan bagasi.

14. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil
penumpang darr mobil Bus.

15. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan
bermotor untuk perlumpang dan kendaraan bermcrtor unttrk barang
yang penggunaannya untuk kepertruan khusus atau untuk mengangkut
barang-barang khusus.

16" Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk
mengangkut barang yang seluruh bebannya diturnpu oleh alat itu
sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

17. Kereta ?empelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk
rnengangfuut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian
bebannya diftrmpu oleh kendaraan penariknya.

18. Uji berkala adalah pengujian kendaraan berrnotor secara berkala
terhadap setiap kendaraan wajib uji.

19. Buku IJji Berlcala adalatr tanda bukti lu1us uji berkala berbentuk buku
berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib qii.

20. Uji Ulang ... 7

7.

8.



7

2o.llji Ulang adalah pengujian kembali terhadap kendaraan yang telah
selesai perbaikan sesuai dengan yang diperintahkan penguji akibat
tidak lulus uji pada saat uji berkala.

2L. Tanda Uji adalah bul*i batrwa suatu kendaraan berrnotor telah diuji
dengan hasil baik, berupa tempelan plat alurnunium ataLr plat katreng
yang diternpelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan berrrotor"

22. Penilaian Teknis adalah serangkaian pemeriksaan komponen
kendaraan bermotor tlntuk mengetahui kondisi teknis yang hasilnya
dinyatakan dd"T satuan prosentase nilai teloris.

zs.Laik Jalan adalah perqraratan minimum kondisi suatu kendaraan
berrnotor yang harus dipenuhi agar terjarnin keselamatan dan
mencegah terjadinya pencernaran udara dan kebisingan lingkungan
pada waktu dioperasikan di jatan.

2a. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan Retribusi divrajibkan untuk melakukan
pernbayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi
tertentu.

25. Badan adalah sekr.r.nrpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakulkan usaha rnaupun yang tidak melakukan
usatra yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMDI dengan nama lain dan dalam bentuk
apapun, firrna, kongsi, koperasi, dana pensitln, persekutuan,
perkurnpulan, yayasan, organisasi masa, orgarrisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan benttlk usaha tetap.

26. Sr.arat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disilrgkat SSRD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan rneaggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui teanpat pembayaran yang ditunjuk oleh
Bupati.

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adatrah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jurnlah
pokok retribusi yang terutang.

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah l"ebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang rnenentukan
jumlah ketrebihan pembayaran retribusi karena jurnlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang atanl seharusnya tidak
terutang.

29. Surat Tagihan Retribusi Daerah ymtg selanjutnya disingkat STRD
adalah snrat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga danlatau denda.

3O. Penyidik ... 8
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3O" Penyidik Pegawai Negeri Srprl adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu yang diberi wewenang dan kewaj'iban melakukan penyidikan
terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengfua yang ntemrrat keterrtuan pidana.

31. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian ,

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu rnembuat terang tindak
pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut :

Pesat 9

(U Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan
yang diorperasikan di jalan wajib dilalmkan uji benkala.

(21 Kendaraarn bermotor wqiib uji berkala sebagaimaraa dirnaksud pada
ayat (lf tidak termasuk sepeda motor dan kendaraan pribadi.

(3) Masa. uji berkala sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berlaku selama
6 (enarn) bulan.

(4) Uji berkala sebagairurna dimaksud pad.a ayat (1) dilaksanakan oleh
dinas.

t5) Fasilitas pengujian sebagairnana dimalssud ayat (U berupa unit
pengujian statis atau unit pengujian keliling.

3. Ketentuan PasaX 10 diubah rehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi
sebagai berikut :

P*sal LO

Kewajiban untuk rnelaksanakan uji berkala paling lama 1 (satu) tahun
setelah diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Elermotor yar!19 pertama
kali dan untuk kendaraan yang tidak dileng$api register uji tipe, harus
dilakukan pelneriksaan terlebih dahulu sebelurn diterbitkan Surat Tanda
Nomor Kendaraan Berrnotor.

4. Ketentuan Pasal 47 ayat (4) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 47
berbr.rnyi sebagai berikut :

ksat 47

(1) Tarif Retribusi sebagaimana di:naksud dalam Pasal 46 ayat (2) ditinjau
kembali pali:rg lama 3 {tigp} tahu-n sekali.

(2) Penturjauan ... 9
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(21 Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tan al 29 Maret 2OL6

BIIPATI MA.'ALTITGKA,

Cap/Ttd

SUTRISilO
Diundangkan di Majatrengka
pada tanggal 2g t.tr.ret ?-A16

SEKR TARIS DAERAII

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MA^'ALENGKA TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA
BARAT (8/St/2o161

Salinan sesuai dengan Aslinya,
I(EPALA BAGIAT IilE(tI*I

GtFfr Grrt trf,.D.. sJr.. u.Pd
ilrP. 1968A3,27 199603 I &XI


